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ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN

Dewi Khartika Siburian
		(235114212)

Polisi memiliki peran ganda dalam konteks pungutan liar (pungli) yaitu sebagai penegak hukum yang bertugas memberantas pungli, baik melalui tindakan represif (penyidikan dan penindakan) maupun preventif (pencegahan dan penyuluhan). Polisi juga dapat menjadi pelaku pungli, sehingga perlu ditindak sesuai hukum yang berlaku. Rumusan  masalah dalam penelitian yakni bagaimana kedudukan penyidik kepolisian dalam penanganan  tindak  pidana pungutan liar, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku  tindak  pidana pungutan liar oleh  kepolisian, bagaimana hambatan dan upaya penyidik  kepolisian dalam penanganan  tindak  pidana pungutan liar. Hasil penelitian yaitu Kedudukan kepolisian  dalam penyelidikan dan penyidikan tindak  pidana pungutan liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan KUHPidana. Penegakan hukum terhadap pelaku  tindak  pidana pungutan liar oleh kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak  pidana pungutan liar atas penerbitan rekomendasi izin usaha pertambangan operasi produksi adalah  mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar, melakukan operasi tangkap tangan, memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hambatan kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepolisian atau tim saber pungli mengenai pungutan liar tersebut kepada dinas terkait beserta pegawainya maupun masyarakat sipil, kurangnya pengawasan dari penegak hukum yang berwenang serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Upaya kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar adalah dengan melakukan pencegahan dan tindakan represif sedangkan Kendala dalam memberantas pungutan liar diantaranya pembinaan tidak sepenuhnya efektif tergantung dari moral dari  masing-masing personel, pengawasan yang renggang dari atasan, arahan dan nasehat kadang dilupakan kalau sudah menyangkut masalah kebutuhan ekonomi, masyarakatpun sebagai pelaku bisnis masih mementingkan efesiensi waktu dan biaya serta masih rendahnya kesadaran hukum untuk mengikuti aturan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
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ABSTRACT
JURIDICAL ANALYSIS OF CASE HANDLING IN ILLEGAL LEVY CRIMINAL
OFFENSES BY POLICE INVESTIGATORS
DEWI KHARTIKA SIBURIAN
(235114212)
The police played a dual role in the context of illegal levies: as law enforcers tasked with
eradicating illegal levies through both repressive (investigation and enforcement) and
preventive (prevention and legal education) measures, and potentially as perpetrators of such
offenses themselves, thus requiring legal action. The problems examined in this research
were: the position of police investigators in handling illegal levy criminal offenses, legal
enforcement against the perpetrators of illegal levies by the pollce, and the obstacles and
efforts of police investigators in addressing such offenses.
The objective of this research was to analyze the legal position of polue investigators in
handling illegal levy cases, the legal enforcement process, and the challenges faced along
with efforts undertaken. The findings showed that the role of the police in investigating and
handling illegal levy criminal offenses was regulated by Law Number 2 of 2002 concerning
the Indonesian National Police, Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes,
Presidential Regulation Number 87 of 2016 concerning the Saber Pungli Task Force (Clean
Sweep of lllegal Levies), and the Indonesian Penal Code.
Legal enforcement against the perpetrators of illegal levies by the police involved
investigating and prosecuting illegal levy cases, including those related to the issuance of
mining business licenses, coordinating and planning anti-illegal levy operations, conducting
sting operations, and_issuing recommendations to ministry/agency leaders and regional
government heads for imposing sanctions based on the applicable laws and regulations.
The obstacles faced by the police in combating illegal levies included insufficient public
outreach by the police or Saber Pungli task force to relevant government agencies,
inadequate supervision by authorized law enforcers, and the low legal awareness and
compliance among the public. The efforts of the police to address illegal levies involved
preventive acﬂons and repressive measures. Challenges in eradicating illegal levies included
rsonnel  development due to varying individual morals, weak internal
the tendency to disregard ethical guidance when faced with economic needs.
, business community often prioritized time and cost efficiency over legal
ué to low awareness of lawful procedures.
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